BUPATI BUTON UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBALIAN UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI LAEA

~™ Menimbang

Mengingat

KE DESA INDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

. bahwa sesuai dengan hasil kajian dan koordinasi serta

rekomendasi Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri, yang merekomendasikan Unit
Permukiman Transmigrasi Laea di Kabupaten Buton Utara
dikembalikan ke Desa Induk;

. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian

hukum terhadap Pengembalian Unit Permukiman
Transmigrasi Laea ke Desa Induk, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembalian Unit
Permukiman Transmigrasi Laea ke Desa Induk;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4690);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856];

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ©6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539}, sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBALIAN UNIT
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI LAEA KE DESA INDUK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dinas Transmigrasi adalah Dinas Transmigrasi Kabupaten

Buton Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang transmigrasi.



5. Unit Permukiman Transmigrasi Laea adalah Unit
Permukiman Transmigrasi Laea Kecamatan Wakorumba
Utara Kabupaten Buton Utara.

6. Desa Induk adalah Desa Laea Kecamatan Wakorumba
Utara Kabupaten Buton Utara.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Permukiman  Transmigrasi adalah satu  kesatuan
permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang
diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha
tranmigrasi.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan
permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

Pasal 2

(1) Pengembalian Unit Permukiman Transmigrasi Laea ke Desa
Induk dilakukan terhadap hasil kajian dan koordinasi serta
rekomendasi Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri.

(2) Hasil kajian dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Unit Permukiman Transmigrasi Laea belum
memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi Desa.

(3) Unit Permukiman Transmigrasi Laea sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikembalikan ke Desa Induk.

(4) Pembangunan sarana dan prasarana atau aset yang
terdapat pada Unit Permukiman Transmigrasi Laea
dikembalikan ke Desa Induk dan menjadi aset Desa Induk.

Pasal 3
Penetapan dan Penegasan batas Desa dengan kembalinya Unit
Permukiman Transmigrasi Laea ke Desa Induk ditetapkan
dengan Keputusan Bupati ini.

Pasal 4
Segala hak dan kewajiban Unit Permukiman Transmigrasi Laea
diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 5
Segala pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan
pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja daerah, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga,
pada tanggal 8§ -0l - 2024
BUPATI BUTON UTARA,

S

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
0 pada tanggal 8 -0 - 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

/
—t=  iEmLLb
4.

MUHAMMAD HARDY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4



